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BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR 65 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN OGAN ILIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN ILIR,

a. Bahwa klasifikasi arsip sangat diperlukan
sebagai instrumen dalam pengelolaan arsip
dinamis untuk memfasilitasi penciptaan, akses
dan penggunaan, serta penyusutan arsip;

b. Bahwa untuk mendukung pengelolaan arsip
dinamis yang efektif dan efisien, perlu disusun
klasifikasi arsip di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Ogan Ilir;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Klasifikasi Arsip diLingkungan Pemerintah
Kabupaten Ogan Ilir.

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu
Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
dan Kabupaten Ogan Ilir diProvinsi Sumatera
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5952);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5038);

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5286);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan
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Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78
Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan
diLingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 1282)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
135 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78
Tahun 2012 Tentang Tata Kearsipan
diLingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1953);

Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 19
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Klasifikasi Arsip (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah  Kabupaten Ogan Ilir
(Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun
2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir
Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Ogan Illir (Lembaran Daerah
Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 Nomor 2);

Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 50 Tahun
2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas
dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Daerah Kabupaten Ogan Ilir(Berita Daerah
Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 50).

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI OGAN ILIR TENTANG PEDOMAN

KLASIFIKASI ARSIP DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN OGAN ILIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
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Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah adalah Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat
Daerah diLingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk
dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan
komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara,
pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi
politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam
pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam
kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
Klasifikasi adalah penggolongan naskah dinas berdasarkan masalah
yang dimuat didalamnya dan merupakan pedoman untuk pengaturan,
penataan, dan penemuan kembali arsip.

Klasifikasi masalah adalah penggolongan arsip yang didasarkan atas
isi masalah yang terdapat didalam arsip.

Kode Klasifikasi arsip adalah merupakan bagian dari klasifikasi arsip
yang menjadi tanda pengenal urusan dalam bentuk angka yang
berfungsi sebagai penuntun terhadap letak berkas ditempat
penyimpanannya.

Kode Komponen adalah tanda pengenal komponen unit pengolah yang
mengolah atau menangani naskah dinas dan ditulis dengan huruf
ditempatkan dibelakang nomor urut.

Kode Pembantu adalah kode pelengkap yang tidak dapat dipakai
tersendiri yang merupakan bentuk penyajian dari masalah tertentu
yang merupakan aspek yang selalu timbul berkaitan dengan masalah
lainnya dan ditulis ditambahkandibelakang kode yang memerlukan
perincian lebih lanjut.

Nomor Urut adalah nomor urut naskah dinas yang dimulai dengan
angka 01 dan seterusnya sebagai sarana inventarisasi jumlah naskah
dinas, meliputi permulaan tahun dan nomor urut dimulai kembali
dengan angka O1.

Arsip Statuter adalah arsip-arsip peraturan perundang-undangan
seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden,
Peraturan Menteri, dan Peraturan Gubernur.

Indeks adalah ciri atau tanda dari naskah dinas berupa kata rangkap
yang akan dijadikan petunjuk dan tanda pengenal untuk
memudahkan penemuan kembali arsip.

Indeks Kaitan adalah indeks yang terdiri dari himpunan nama-nama
masalah dan kaitannya yang terdapat dalam Pola Klasifikasi yang
disusun dalam urutan abjad dengan diikuti kodenya.

Kartu Tunjuk Silang adalah formulir yang dipergunakan untuk
memberi petunjuk tentang adanya lebih dari satu masalah pada satu
naskah dinas dan sebagai sarana petunjuk tentang adanya hubungan
dengan file yang lainnya.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Pedoman Klasifikasi Arsip, meliputi:

o po T

000 Umum;

100 Pemerintahan;

200 Politik;

300 Keamanan/Ketertiban;
400 KesejahteraanRakyat;
500 Perekonomian;



g. 600 PekerjaanUmumdanKetenagaan;
h. 700 Pengawasan;

i. 800 Kepegawaian;dan

j- 900 Keuangan.

BAB III
KLASIFIKASI ARSIP

Pasal 3
(1) Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.
(2) Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

perincian Pertama, perincian Kedua, dan perincian Ketiga.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 4
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 10 Agustus 2021

BUPATI OGAN ILIR,
dto
PANCA WIJAYA AKBAR

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 10 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,

dto
MUHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2021 NOMOR 65

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,

dto
ZULEDI, SH, M.Si

PEMBINA / IV A
NIP.196401031985121002



